
BERITADAERAH 

PROVINSIJAWATENGAH 

TAHUN 2008 NOMOR 95 
PERATURAN GUBERNURJAWA TENGAH 

NOMOR 95 TAHUN 2008 

TENTANG 

PENJABARAN TU GAS PO KOK DAN FUNGSI SERTA 
TATAKERJARUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

TUGUREJO PROVINS! JAWA TENGAH 

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA 

GUBERNURJAWA TENGAH, 

Menimbang bahwa dalam rangkamelaksanakan ketentuan Pasal 
31 PeraturanDaerahProvinsi Jawa Tengah Nomor 
8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Rumah Sakit Umum DaerahDan Rumah SakitJiwa 
Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
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Mengingat 
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Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo 
Provinsi Jawa Tengah; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-UndangNomor23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(LembaranNegaraRepubliklndonesia Tahun2004 
Nomor 53, TambahanLembaranNegaraRepublik 
Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
U ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat 
clan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan PemerintahanAntara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan DaerahK.abupaten/Kota ( Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 
( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahtm2007 
Nomor 89, TambahanLembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 741 ); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah (LembaranDaerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 8); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Rumah Sakit Umum DaerahDanRumah Sakit Jiwa 
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 14); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah; 

MEMUTUSKAN, 
Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG 

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN 
FUNGSI SERTATATAKERJARUMAH SAKIT 
UMUM DAERAH TUGUREJO PROVINS! 
JAWAIBNGAH. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
DalamPeraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan: 
1. Provinsi adalahProvinsi Jawa Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah. 
4. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah. 
5. .Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 

Tengah. 

· 6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD 
adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa 
Tengah. 

7. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut 
Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo 
Provinsi Jawa Tengah. 

8. PelayananRumah Sakitadalahsegala bentukpelayananyang 
dilaksanakan oleh rumah sakit dalam rangka upaya-upaya 
penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan dan 
pelayanan rujukan. 

9. JabatanFungsional adalahkedudukan yang menurtjukkan, tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri 
Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta 
bersifat mandiri. 

BAB II 
PENJABARAN TU GAS POK OK DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 
RSUD 

Pasal2 
RSUD mempunyai tugaspokokmenyelenggarakan pelayanankesebatan 
dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, 
pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, 
penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat 

Pasa13 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, RSUD mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan; 
b. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di bidang Pelayanan Kesehatan; 
c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan; 
d. pelayanan medis; 
e. pelayanan penunjang med.is dannon medis; 
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f pelayanan keperawatan; 
g. pelayanan rujukan; 

h. pelaksanaan pendidikan clan pelatihan; 

L pelaksanaan penelitian clan pengembangan serta pengabdian 
masyarakat; 

J. pengelolaan keuangan dan akuntansi; 

k. pengelolaan urusankepegawaian, hukum, hubtmganmasyarakat, 
organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan 
danumum. 

Bagian Kedua 
Direktur 
Pasal4 

Direktur memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana 
dimaksuddalam Pasal 2 danPasal 3. 

Bagian Ketiga 
Wakil Direktur Pelayanan 

Pasal5 
Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan 
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi dan teknis di bidang pelayanan, penunjang, dan 
keperawatan. 

Pasal 6 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 
Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi: 
a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan 

pelayanan administrasi dan teknis di bi dang pelayanan; 
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b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan clan 
pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang; 

c. pengkoordinasian perumusankebijakan teknis, pelaksanaan dan 
pelayarum admini.strasi clan teknis di bidang keperawatan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai 
dengan tugas clan fimgsinya. 

Pasal 7 

(I) Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan: 

a Bidang Pelayanan; 

b. BidangPenunjang. 

c. Bidang Keperawatan. 

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dipimpin 
. oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur 
Pelayanan. 

Paragrafl 
Bidang Pelayanan 

Pasal8 
Bidang Pelayanan mempunyai tugas mela.ksanakan penyiapan 
perumusankebijakan teknis, pelaksanaan clan pelayanan administrasi 
clan teknis di bidang pelayanan rawat jalan clan rawat inap. 

Pasal9 
Untukmenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 
Bidang Pelayananmempunyai fuegsi; 

a. penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pelaksanaan dan 
pelayananadministrasi clan teknis di bidangpelayanan rawat jalan; 
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b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan clan 
pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan rawat inap; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur 
Pelayanan sesuai dengan tugas clan :fungsinya. 

Pasal 10 
(1) Biclang Pelayanan, membawahkan: 

a. Seksi Pelayanan Rawat Jalan; 

b. SeksiPelayananRawatinap. 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di 
bawahdanbertanggungjawabkepadaKepalaBidangPelayanan. 

Pasal 11 
Seksi Pelayanan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi dan teknis di bidang pelayanan rawat jalan, meliputi : 
pelaksanaan dan koordinasi pelayanan bi dang pelayanan rawat jalan 
di Instalasi rawat jalan, Instalasi Gawat darurat, instalasi hemodialisa, 
instalasi kcdokteran forensik dan medikolegal, instalasi rehabilitasi 
medik, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang pelayananrawat 
jalan di instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi hemodialisa, 
instalasi kedokteran forensik dan medikolegal, instalasi rehabilitasi 
medik, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 
prosedur kegiatan bidang pelayanan rawat jalan di instalasi rawat jalan, 
instalasi gawat darurat, instalasi hemodialisa, pengembangan bidang 
pelayanan rawat jalan di instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, 
instalasi hemodialisa, instalasi kedokteran forensik dan medikolegal, 
dan instalasi rehabilitasi medik. 

Pasal 12 
Seksi Pelayanan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan 
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administrasi dan teknis di bidang pelayanan rawat inap, meliputi : 
pelaksanaan dan koordinasi pelayanan bidang pelayanan rawat inap di 
instalasi rawat inap, paviliun, instalasi rawat intensif, instalasi bedah 
sentral, one day care, pelaksanaan dan pelayanan admioistrasi bidang 
bidang pelayanan rawat inap di instalasi rawat inap, paviliun, instalasi 
rawat intensif instalasi bedah sentral, one day care, pelaksanaan standar 
pelayanan clan staodar operasiooal prosedur kegiatan bidang pelayanan 
rawat inap di instalasi rawat inap, paviliun, instalasi rawat intensif, 
iostalasi bedah sentral, one day care, pengembaogan bidang pelayanan 
bidang pelayanan rawat inap di instalasi rawat inap, paviliun, instalasi 
rawat intensif, instalasi bedah sentral, one day care. 

Paragraf2 
BidangPenunjang 

Pasal 13 
Bidang Penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan clan pelayanan administrasi 
clan tekois di bidang penunjang medik clan penunjang nonmedik. 

Pasal 14 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13, Bidang Penunjang mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pelaksanaan clan 
pelayanan administrasi clan teknis di biclang penunjang medik; 

b. penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pelaksanaan clan 
pelayananadministrasi dan teknis di bidang pemmjang nonmedik; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur 
Pelayanan sesuai dengan tugas clan fungsinya. 

Pasal 15 
(1) BidangPenunjangmembawahkan: 

a. Seksi Penunjang Medik; 

799 



b. Seksi Penunjang Non Medik. 
(2) Seksi-seksi. sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), masing­ 

masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Pemmjang. 

Pasal 16 
Seksi PenunjangMedikmempunyai togas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi 
dan teknis di bidang penunjang medis, meliputi : pelaksanaan dan 
koordinasi pelayanan bidang penunjang medis di instalasi radiologi dan 
diagnostik, instalasi patologi klinik, patologi anatomi, instalasi farmasi, 
instalasi rekam medis, pelaksanaan clan pelayanan administrasi biclang 
penunjang medis di instalasi radiologi clan diagnostik, instalasi patologi 
klinik, patologi anatomi, instalasi farmasi, instalasi rekam medis, 
pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur 
kegiatan bidang penuniang medis di instalasi radiologi dan diagnostik, 
insta1asi patologiklinik, patologi anatomi, instalasifimnasi, instalasirekam 
medis, pengembangan bidang penunjang medis di instalasi radiologi 
dan diagnostik, instalasi patologi klinik, patologi anatomi, instalasi 
fannasi, instalasi rekam medis. 

. Pasal 17 
Seksi Penuniang NonMedikmempunyaitugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi dan teknis di bidang penunjang non medis, meliputi : 
pelaksanaan clan koordinasi pelayanan bidang penuniang non medis di 
instalasi gizi, instalasi sanitasi, instalasi central sterilization and store 
departement clan laundry, instalasi pemeliharaan sarana clan prasarana 
rumah sakit, pelaksanaan clan pelayananadministrasi bidang pemmjang 
non medis di instalasi gizi, instalasi sanitasi, instalasi central sterilization 
and store departement dan laundry, instalasi pemeliharaan sarana 
dan prasarana rumah sakit, pelaksanaan standar pelayanan dan standar 
operasional prosedur kegiatan biclang penunjang non medis di instalasi 
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gizi, instalasi sanitasi, instalasi central sterilization and store 
departement dan laundry, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana 
rumah sakit, pengembangan bidang penunjang non medis di instalasi 
gizi, instalasi sanitasi, instalasi central sterilization and store 
departement dan laundry, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana 
rumahsakit 

Paragraf3 
Bidang Keperawatan 

Pasal 18 
Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan clan pelayanan administrasi 
clan teknis di bidang keperawatan rawat jalan dan keperawatan rawat . ' map. 

Pasal 19 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi: 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan 

pelayanan administrasi clan teknis di bidang keperawatan rawat 
. jalan; 

c. penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pelaksanaan dan 
pelayanan administrasi clan teknis di bidang keperawatan rawat 
map; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur 
Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Pasal20 
(1) Biclang Keperawatan, membawahkan: 

b. SeksiKeperawatan Rawat Jalan; 
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c. Seksi Keperawatan Rawat Inap. 
(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), masing­ 

masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Keperawatan. 

Pasa121 
Seksi Keperawatan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan baban penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis 
medis bidang keperawatan rawat jalan, meliputi : pelaksanaan dan 
koordinasi pelayanan bidang keperawatan rawat jalan di Instalasi rawat 
jalan, instalasi gawat darurat, instalasi hemodialisa, instalasi kedokteran 
forensik dan medikolegal, instalasi rehabilitasi medik, pelaksanaan dan 
pelayanan administrasi bidang keperawatanrawat jalan di instalasi rawat · 
jalan, instalasi gawat darurat, instalasi hemodialisa. instalasi kedokteran 
forensik dan medikolegal, instalasi rehabilitasi medik, pelaksanaan 
standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegiatan bidang 
keperawatan rawat jalan di instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, 
instalasi hemodialisa, instalasi kedokteran forensik dan medikolegal, 
pengembangan bidang keperawatan rawat jalan di instalasi rawat jalan, 
instalasi gawat darurat, instalasi hemodialisa, instalasi kedokteran 
forensik dan medikolegal, instalasi rehabilitasi medik. 

Pasal·22 
Seksi KeperawatanRawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan penyelenggaraan pelayananadministrasi dan teknis medis bidang 
keperawatan rawat inap, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi 
pelayanan bidang keperawatan rawat inap di instalasi rawat inap, 
paviliun, instalasi rawat intensif, instalasi bedah sentral, one day care, 
pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang keperawatan rawat inap 
di instalasi rawat inap, paviliun, instalasi rawat intensif, instalasi bedah 
sentral, one day care, pelaksanaan standar pelayanan dan standar 
operasional prosedur kegiatan bidang keperawatan rawat inap di 
instalasi rawat inap, paviliun, instalasi rawat intensif, instalasi bedah 
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sentral, one day care, pengembangan bidang keperawatan rawat inap 
di instalasi rawat inap, paviliun, instalasi rawat intensif, instalasi bedah 
sentral, one day care. 

Bagian Keempat 
Wakil Direktur Umum Dan Keuangan 

Pasal23 
Wakil Direktur Umum Dan Keuangan mempunyai tugas 
mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 
pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang 
perencanaan, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan umum. 

Pasal24 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23, Wakil Direktur Umum DanKeuangan mempunyai fimgsi: 
a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan 

pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan, 
pendidikan dan pelatihan; 

b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan 
pelayanan admioistrasi dan teknis di bidang keuangan; 

c. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan 
pelayanan administrasi dan teknis di bidang umum; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walcil Direktur sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 

Pasal25 
(1) Wakil Direktur Um um DanKeuangan, membawahkan: 

a. Bagian Perencanaan, Pendidikan Dan Pelatihan; 
b. BagianKeuangan; 
c. Bagi.an Umum. 
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(2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dipimpin 
oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur 
Umum DanKeuangan 

Paragrafl 
Bagian Perencanaan, Pendidikan Dan Pelatihan 

Pasal26 
Bagian Perencanaan, Pendidikan Dan Pelatihan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan 
dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang program, monitoring 
dan evaluasi, pendidikan dan pelatihan. 

Pasal27 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26, BagianPerencanaan, Pendidikan Dan Pelatihanmempunyai fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan 

pelayanan administrasi dan teknis di bi dang program; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan 

pelayanan administrasi dan teknis di bidang monitoring dan 
evaluasi; 

c. penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pelaksanaan dan 
pelayanan administrasi dan teknis di bidang pendidikan dan 
pelatiban; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum 
DanKeuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Pasal28 
( 1) Bagian Perencanaan, PendidikanDan Pelatihan, membawahkan: 

a Subbagian Program; 
b. Subbagian Monitoring Dan Evaluasi; 
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-c, SubbagianPendidikanDanPelatihan. 

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian 
Perencanaan, Pendidikan Dan Pelatihan. 

Pasal29 
Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi 
dan teknis di bidang program, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi 
kegiatan program yang meliputi penyiapan sistem dan prosedur, 
penyusunan rencana kegiatan dan program rumah sakit, pelaksanaan 
clan pelayanan administrasi bidang program, pengelolaansistem infonnasi 
manajemen, pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional 
prosedur kegiatan bidang program, koordinasi penyusunan program 
pengembangan rumah sakit 

Pasal30 
Subbagian Monitoring Dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan 
pelayanan administrasi dan teknis di bidang monitoring dan evaluasi, 
meliputi : penyusunan format standar pelaporan kegiatan rumah sakit, 
pelaksanaan dan koordinasi kegiatan monitoring dan evaluasi program 
yang meliputi penyiapan sistim dan prosedur monitoring dan evaluasi, 
penyusunan rencana monitoring dan evaluasi kegiatan dan program 
rumah sakit, prosedur pengolahan data dan pelaporan rumah sakit, 
pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang monitoring dan evaluasi, 
pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur 
kegiatan bidang monitoring dan evaluasi. 

Pasal31 
Subbagian pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan 
pelayanan administrasi dan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan, 
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meliputi: fasilitasi pendidikan clan pelatihan, pembinaanmutu pendidikan 
dan pelatihan pelaksanaan dan koordinasi bidang pendidikan dan 
pelatihan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang pendidikan 
dan pelatihan, pelaksanaan standar operasional prosedur kegiatan 
bidang pendidikan dan pelatihan, pengembangan bidang pendidikan 
dan pelatihan, serta pengelolaan perpustakaan. 

Paragraf2 
Bagian Keuangan 

Pasal32 

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi 
dan teknis di bidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan dan verifikasi. 

Pasal33 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32, BagianKeuangan mempunyai fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan 

pelayanan administrasi dan teknis di bidang anggaran; 

b. penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pelaksanaan dan 
pelayanan administrasi dan teknis di bidang akuntansi; 

c. penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pelaksanaan dan 
pelayanan administrasi dan teknis di bidangperbendaharaan dan 
verifikasi; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum 
DanKeuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Pasal34 

(1) . Bagian Keuangan, membawahkan: 
a. SubbagianAnggaran; 
b. SubbagianAkuntansi; 
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' c. SubbagianPerbendaharaanDan Verifikasi. 
(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian 
Keuangan. 

Pasal35 
SubbagianAnggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi 
dan teknis di bidang anggaran, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi 
kegiatan anggaran rumah sakit, pelaksanaan dan pelayanan administrasi 
bidang anggaran, pelaksanaan standarpelayanan dan standar operasional 

· prosedur kegiatan anggaran. 
Pasal36 

SubbagianAkuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi 
dan teknis di bidang akuntansi, meliputi : pelaksanaan clan koordinasi 
kegiatan akuntansi rumah sakit, pengelolaan sistem akuntansi rumah 
sakit, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang akuntansi, 
pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur 
kegiatan akuntansi. 

Pasal37 

SubbagianPerbendaharaanDan Verifikasi mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan 
pelayanan administrasi dan teknis di bidang perbendaharaan dan 
verifikasi, meliputi : pelaksanaan dan koordinasi kegiatan 
perbendaharaan dan verifikasi administrasi keuangan rumah sakit, 
pengelolaan sistem perbendaharan dan verifikasi administrasi keuangan 
rumah sakit, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang 
perbendaharan dan verifikasi administrasi keuangan rumah sakit, 
pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur 
kegiatan perbendaharan dan verifikasi administrasi keuangan rumah 
sakit 
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Paragraf3 
BagianUmum 

Pasal38 
Bagian Umum. mempunyai tu.gas melaksanakan penyiapan pennnusan 
kebijakan teknis, pelaksanaan clan pelayanan administrasi clan teknis 
di bidang tata usaha, hukum, hubungan masyarakat, organisasi clan 
kepegawaian, danrumah tangga, 

Pasal39 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38, Bagian Umum. mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan clan 
pelayanan administrasi dan teknis di bidang tata usaha, hukum 

. dan hubungan masyarakat; 

b. penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pelaksanaan clan 
pelayanan administrasi clan teknis di bidang organisasi dan 
kepegawaian; 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan 
pelayanan administrasi dan teknis di bidang nnnah tangga; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum 
DanKeuangan sesuai dengan tu.gas clan fungsinya. 

Pasal40 
(1) Bagian Umum, membawahkan: 

a. Subbagian Tata Usaha, Hukum Dan Hubungan Masyarakat; 

b. Subbagian Organisasi Dan Kepegawaian; 
c. SubbagianRumah Tangga, 

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang 

808 

· berada di bawah clan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian 
Ummn. 

Pasal 41 

Subbagian Tata Usaba, Hukum. ThmHubunganMasyarakatmempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan perum.usan kebijakan teknis, 
pelaksanaan dan pelayananadministrasi dan teknis di bidang tata usaha, 
hukum. danhubunganmasyarakat, meliputi : pelaksanaandan koordinasi 
kegiatan ketatausabaan, hukum dan humas, pengelolaan administrasi 
perkantoran, protokoler, pemasaran, hukum dan humas, pelaksanaan 
clan pelayanan administrasi biclang tata usaha, hukum clan humas, 
pelaksanaan standar pelayanan clan standar operasional prosedur 
kegiatan bidangtata usaha, hukum clan humas. 

Pasal42 

Subbagian Organisasi DanKepegawaian mempunyai tugas melakukan 
penyiapan baban perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan clan 
pelayananadministrasi Q3I1 teknis di bidang organisasi dankepegawaian, 
meliputi : pelaksanaan dan koordinasi kegiatan bidang organisasi dan 
kepegaWdiannnnahsakit, pengelolaanmenejemen smnberdayamanusia 
dan organisasi, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang 
organisasidankepegawaiannnnahsakit,pelaksanaanstandarpelayanan 
dan standar operasional prosedur kegiatan bidang organisasi dan 
kepegawaian rum.ab sakit. 

Pasal43 

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan 
baban perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi dan tekois di bidang rum.ah taogga, meliputi : pengelolaan 
aset, ketertiban dan keamanan, kebersihan rumah sakit, pelaksanaan 
dan pelayanan administrasi biclang rum.ah tangga, pelaksanaan standar 
pelayanan dan standar operasiooal prosedur kegiatan bidang rumah 
tangga 
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Bagian Kelima 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal44 

Kelompok JabatanFungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan 
Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasa145 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 

fimgsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya, 

(2) JumlahJabatanFungsionalsebagaimanadimaksudpadaayat(l), 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan be ban kerja 

(3) Jenis danjenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), diatur sesuai dengao peraturao perundang­ 
undangan yang berlaku. 

( 4) Pembioaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ), dilalrukan sesuai dengan peraturao perundaog­ 
undangan yang berlaku. 

BAB ID 
TATAKERJA 

Pasal46 

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidaog, Kepala Bagian, Kepala 
Subbagiao, dan Kepala Seksi dalam melaksanakao tugasnya 
berdas.arkao peraturan perundang-undaogan yang berlaku dao 
kebijakan yang ditetapkan oleh Gubemur. 

Pasa147 
Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidaog, Kepala Bagiao, Kepala 
Subbagiao, dao Kepala Seksi pada RSUD dalam melaksaoakao 
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tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 

Pasal48 
Da1am melaksanakan tugasnya, Direktur, WakilDirektur, KepalaBidang, 
Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat 
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
siokronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun 
antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemeriotahan Daerah serta 
instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. 

Pasal49 

(1) Direktur, Wakil Direktur, KepalaBidang, KepalaBagian, Kepala 
Subbagian, dan Kepala Seksi pada RSUD bertanggungjawab 
dalammemimpin,mengkoorclinasikandanmemberikanbimbingan 
serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahanoya 
masing-masing. . 

(2) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, KepalaBagian, Kepala 
Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing­ 
masing sertamenyampaikan laporan tepat pada waktunya 

(3) Dalam menyampaikao laporan masing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan dapat disainpaikan kepada satuan organisasi 
lain di lingkungan RSUD yang secara fungsional mempunyai 
hubungankerja 

(4) SetiaplaporanyangditerimaolehDirektur, WakilDirektur,Kepala 
Bi dang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dao Kepala Seksi 
dari bawahao wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
penyusunan laporao lebih lanjut dao dijadikan bahan untuk 
manberikan petunjuk kepada bawahan. 
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.. 
Pasal50 

. . 
KepalaBidang, Kepala Bagian, Kepa.la Subbagian, dan Kepala Seksi 
dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Direktur dan 
berdasarkan hal tersebut Wakil Direktur Umum Dan Keuangan 
menyusunlapomn berkalaDirektur kepada Gubemurmelalui Sekretaris 
Daerah. 

BAB IV 
KEPEGAWAIAN 

Pasal51 
Jenjangjabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal52 
Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala 
Subbagian, danKepala Seksi danKetuaKelompok Jebatanfungsional 
di lingkunganRSUD diangkatdan diberhentikan oleh pejabat yang 
berwenang sesuai peraturan perundang-mdangan yang berlaku. 

BABV 
KETENTUANLAIN-LAIN 

Pasal53 
Bagan Organisasi RSUD Tugurejo ProvimiJawa Tengahsebagaimana 
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisabkan 
dari Peraturan Gubemur ini. 

BAB VI 
PENU11JP 
Pasal54 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubemur ini sepa.njang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Direk:tur. 
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PasalSS 
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agarsetiaporang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam BeritaDaerah 
ProvinsiJawa Tengah. 

Ditetapkan di Semarang 

pada tangga1 31 Juli 2008 
GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 
ALIMUFIZ 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 31 Juli 20Q8 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWATENGAH 

ttd 
HADIPRABOWO 

BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2008 
NOMOR95 
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